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KEHIDUPAN SOSIAL POLITIK
MUSLIM-TIONGHOA DI YOGYAKARTA
PASCA REFORMASI 1998-2008

ABSTRAK

Negara Indonesia merupakan negara yang memiliki beraneka ragam kebudayaan.
Kebudayaan-kebudayaan yang ada di bumi nusantara ini bukan hanya kebudayaan adli
Indonesia melainkan juga ada kebudayaan luar yang turut memperkaya kebudyaan Negara
Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). salah satu kebudayaan luar yang telah dikenal oleh
masyarakat Indonesia adalah kubudayaan Tionghoa, baik yang beragama muslim maupun
non muslim.

Tidak ada catatan pasti, kapan tepatnya orang-orang Tionghoa untuk pertama kali datang
ke negeri Indonesia (Nusantara). Namun yang pasti bangsa Tionghoa telah ribuan tahun
mengunjungi kepulauan Nusantara. Salah satu catatan-catatan tertua ditulis oleh seorang
agamawan, | Ching pada abad ke-7. | Ching ingin datang ke India untuk mempelgari agama
Buddha dan menyusuri Siam, Semenanjung Indocina, Semenanjung Melayu dan akhirnya
tiba di Nusantara untuk belgjar bahasa Sansekerta.

Daam sgjarahnya, orang-orang Tionghoa memang telah lamatingga di Indonesia. Hanya
sgja warga Tionghoa ini seringkali di tempatkan diluar, dan mereka adalah kaum yang
mendapat |ebel non-pribumi, warga Tionghoa acap kali tidak diperdulikan oleh penduduk asli
Indonesia karena etnis Tionghoa memang merupakan kaum minoritas yang jumlahnya
terbilang cukup sedikit di negeri berpenduduk |ebih dari duaratus jutaini.

Selama bertahun-tahun sebelum reformasi 1998, pemerintah Rl sering membuat berbagai
kebijakan yang bersifat diskriminatif terhadap warga keturunan Tionghoa bak yang
beragama muslim maupun non muslim, puncaknya terjadi kerusuhan pada tahun 1998.
Namun seiring dengan perkembangan zaman, keberadaan etnis Tionghoa ini mulai di akui
oleh masyarakat asli Indonesia, terutama pasca-reformasi 1998. Hal ini di tandai dengan
adanya beberapa aturan yang membelenggu warga Tionghoa telah di cabut. Sejak saat itu hari
raya imlek bebas dirayakan dan adanya peringatan dalam menyambut hari raya yang
dianggap penting oleh kaum Tionghoaini.

Berangkat dari permasal ahan tersebut, peneliti dalam karya tulis ilmiah berupa skripsi ini
merasa perlu untuk mencoba melihat lebih jauh bagaimana kehidupan sosia politik etnis
muslim Tionghoa di Y ogyakarta pasca-reformasi yang hidup dinamis dengan warga pribumi
di bandingkan dengan kota-kota lain. Hal ini dimaksudkan dalam rangka memberikan
sumbangan pemikiran dalam membangun kehidupan bernegara yang lebih plurdlis,
demokratis, dan berwawasan keadilan bagi seluruh bangsa Indonesia.

Jenis penelitian ini adalah studi kepustakaan (library research) dengan menggunakan data
yang diperlukan berdasarkan pada literatur-literatur primer dan sekunder, serta studi lapangan
(field research), dengan menggunakan tekhnik dokumentasi, wawancra, dan observasi berupa
pengamatan secara langsung terhadap aktivitas warga muslim Tionghoa itu sendiri.
Sementara literatur primer berupa karya-karya yang terkait dengan kewarga negaraan etnis
Tionghoa baik dalam buku, jurnal, maupun artikel, dan sumber pendukung berupa buku-
buku, literatur, dokumen, mgjalah dan sumber kepustakaan lainnya yang di tulis oleh para
sgjarawan, khususnya yang terkait dengan permasalahn. Sementara sifat penelitian ini berupa
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deskriptif-analitis, yakni mencari permasalan melalui analisa yang berhubungan dengan
fenomena yang diselidiki.

Hasil penelitian ini menyimpulkan bahwa etnis Tionghoa dengan etnis lainnya di negeri
mengalami harmonisasi yang cukup efektif, baik dari segi agama, budaya, sosia, ekonmi,
maupun politik. Artinya negara memperlakukan cukup adil untuk semua golongan dan etnis,
hal itu juga diatur dalam undang-undang tentang kewarganegaraan terutma pasca-reformasi.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut, peneliti merekomendasikan bahwa dalam kihidupan
bernegara dan berbangsa, keberadaan etnis Tionghoa juga memberikan kontribus yang
cukup urgen atas tegaknya Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI) serta dalam
mengawal nilai-nilai pluralitas dan demokrasi.
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PENDAHULUAN

BAB |

A. Latar Belakang Masalah

Indonesia adalah negeri yang dihuni lebih dari 200 juta umat manusia
dari Sabang sampai Merauke, terbentang di atas ribuan pulau sejauh lebih dari
5000 kilometer, dengan ratusan bahasa, suku, adat-istiadat, budaya, serta
beraneka ragam agama yang terdapat di dunia juga ada di negara kepulauan
ini.> Kesemuanya itu, merupakan elemen penting yang turut mengkonstruksi
Indonesia seperti sekarang ini, sehingga barangkali, tidaklah cukup
mengatakan sebagai Indonesia jika kita menafikan adanya pluralitas tersebut.

Pluralitas Indonesia merupakan kekayaan sekaligus modal sosial
(social capital) yang teramat berharga yang semestinya disyukuri dan dirawat.
Keragaman tersebut justru akan membawa malapetaka bagi negeri ini jika
tidak dikelola dengan baik. Selama ini perbedaan-perbedaan tersebut relatif
tidak sampai merobek keutuhan dan kesatuan bangsa, meskipun acap kali
mengalami kegoncangan, gangguan dan benturan. Keindahan dan kedamaian
dalam perbedaan tersebut tentu saja tidak lepas dari pemahaman yang cukup
mendalam terhadap makna pluralisme atau kemajemukan. Berbeda bukan
berarti harus bertentangan. Beragam budaya, bahasa, keyakinan dan kelas
sosial bukan bermakna harus saling berperang. Sebaliknya, perbedaan tersebut
justru memiliki makna yang mendalam untuk membangun kekuatan yang

lebih besar.

'Donald K. Emmeson (ed), Indonesia, Beyond Soeharto, Negara, Ekonomi, Masyarakat,
Transis (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 2001), him. xxi.



Upaya menyatukan keberagaman bangsa bukanlah tindakan dengan
harga gratis, tetapi telah menjadi sejarah yang cukup panjang dan melelahkan,
bahkan telah menguras otak dan energi para pendiri republik bernama
“Indonesia” ini. Jauh sebelum negeri ini merdeka, bangsa Cina yang biasa
disebut etnis Tionghoa—sebagai bagian dari keberagaman negeri ini—sudah
bermukim dan berbaur dengan masyarakat sekitar.> Mereka melebur menjadi
“warga setempat” yang memiliki dinamika tersendiri dalam relasi dengan
warga pribumi di Indonesia.

Sekalipun tidak ada dokumen mengenai kapan pastinya orang-orang
Tionghoa masuk Nusantara, berbagai catatan mengemukakan bahwa pada
abad ke-14 di Jakarta (dulu Sunda Kelapa) telah ditemukan penduduk berkulit
putih dengan mata rata-rata sipit ini. Begitupun, gelombang kedatangan besar-
besaran orang Tionghoa ke Indonesia diperkirakan terjadi pada Abad XVI (di
Jawa)® dan Abad XIX (di Sumatera)®. Mereka rata-rata meninggalkan negeri

mereka akibat kesusahan hidup dan perang berkepanjangan.

2 Jumlah populasi komunitas etnis Cina di Indonesia ada yang mengatakan nomor tiga
terbesar setelah komunitas Jawa dan Sunda. Dari hasil sensus penduduk tahun 2000 yang
mencatat latar-belakang etnis seseorang, sesungguhnya komunitas Cina hanyalah nomor 15 dari
101 kelompok etnis yang tercatat di sana. Jumlahnya pun dikatakan hanya sebesar 1.738.936 orang
atau 0,86% dari jumlah seluruh penduduk Indonesia sebanyak 201.092.238 orang. Namun, paling
tidak hasil sensus menunjukkan bahwa di 11 propinsi Indonesia, jumlah warga etnis Tionghoa
cukup signifikan untuk diperhitungkan sebagai bagian dari masyarakat setempat. Dinyatakan
bahwa 26,45% dari jumlah seluruh warga etnis Tionghoa di Indonesia, tinggal di Jakarta yaitu
460.002 orang (5.53% dari seluruh penduduk Jakarta). Begitu juga di Kalimantan Barat, ada
20,30% dari seluruh warga Tionghoa Indonesia (9.46 % dari seluruh penduduk Kalimantan Barat,
nomor 3 terbesar setelah etnis Sambas, dan lainnya). Di Bangka-Belitung, warga etnis Tionghoa
adalah 11,54% dari seluruh penduduk kepulauan itu, nomor 2 setelah etnis Melayu. Lihat: Benny
G.Setiono, Tionghoa Dalam Pusaran Politik (kata pengantar Daniel S.Lev) (Jakarta: Elkasa,
2003), him. 113.

*Ibid., him. 81.

“Ibid., him. 215.



Sebelum reformasi 1998 bergulir, komunitas etnis Tionghoa dilukiskan
dalam sejarah panjang bangsa Indonesia. Semasa Orde Baru berkuasa, etnis
Tionghoa menjadi warga yang terlecehkan, tersingkirkan, dan termarjinalkan
dalam tata hubungan antar warga masyarakat di negeri ini. Potret buram etnis
Tionghoa begitu kentara dalam perjalanan sejarah Indonesia. Periodenya
sangat panjang (longue durée), diawali dengan kedatangan nenek moyang
orang Tionghoa mulai abad IX yang akhirnya diikuti migrasi besar-besaran
dari Tiongkok abad XIX sampai awal abad XX.°

Pada era Orde Lama, keluar PP. No. 10 tahun 1959 yang melarang
warga negara asing (WNA) Tionghoa untuk berdagang eceran di daerah di
luar ibu kota provinsi dan kabupaten. Hal ini menimbulkan dampak yang luas
terhadap distribusi barang dan pada akhirnya menjadi salah satu penyebab
keterpurukan ekonomi menjelang tahun 1965.

Sementara pada masa Orde Baru berkuasa, terdapat penerapan
ketentuan tentang SBKRI, yang kadang dipelesetkan menjadi “Surat Bukti
Kebodohan Republik Ini” dari arti yang sebenarnya yaitu Surat Bukti
Kewarganegaraan Republik Indonesia, yang utamanya ditujukan kepada
warga negara Indonesia (WNI) etnis Tionghoa beserta keturunan-
keturunannya. SBKRI ini menempatkan WNI Tionghoa pada posisi status

hukum WNI yang “masih dipertanyakan”.

*Dennis Lombard, Nusa Jawa: Slang Budaya, Trj. (Yogyakarta: LKiS, 1999), him. 200.



Di samping itu, Presiden Soeharto juga mengeluarkan Inpres No. 14
tahun 1967° yang disusul SKB tiga menteri: Menteri Agama (waktu itu) H.
Alamsjah Ratu Perwiranegara; Menteri Dalam Negeri (ketika itu) Amir
Machmud; dan Jaksa Agung (ketika itu) Ali Said. Dalam lampirannya
disebutkan “Proses pembauran kehidupan di Indonesia berlangsung wajar,
walaupun tidak menutup kemungkinan timbul hambatan psikologis, terutama
bagi warga negara keturunan Tionghoa. Hal ini karena adanya hambatan
budaya yang dihayati sebagian dari mereka atau nenek moyang mereka pada
umumnya yang berkiblat ke negeri Cina, sekalipun mereka telah berabad-abad
menjadi penduduk Indonesia. Keadaan ini diperkirakan akan menjauhkan
kehidupan masyarakat Indonesia, walaupun mereka adalah warga negara
Indonesia dan bukan warga negara Cina”.’

Inpres No. 14 tahun 1967 yang disusul SKB tiga menteri di atas praktis
membelenggu kehidupan keagamaan dan kultural masyarakat Tionghoa di
Indonesia. Jelasnya, masyarakat Tionghoa di Indonesia tidak boleh lagi
melaksanakan ibadah sesuai agama dan kepercayaan leluhur mereka
(Konghucu) dengan, misalnya, menampilkan tapekong dan barongsai dalam
perayaan Tahun Baru Imlek.

Kisah buram etnis Tionghoa Indonesia juga berkenaan dengan status
minoritas kelompok ini dalam pencarian identitas mereka. Prof Daniel Lev
menyinggung soal etnis/kelompok minoritas yang di mana-mana selalu

menjadi sorotan bahkan korban (kambing hitam), dan dianggap sebagai

®Inpres yang berisi tentang Agama, Kepercayaan dan Adat-istiadat Tionghoa tersebut
dikeluarkan Presiden H. Muhammad Soeharto tanggal 6 Desember 1967.
"http://suaramerdeka.com/v1/index.php/smcetak, diakses pada 6 Mei 2010.
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sumber semua keburukan. Menurut Daniel Lev, sebagaimana dikutip Benny
G. Setiono, ketika pada awal abad XX seorang jurnalis Belanda mencari tahu
penyebab kemiskinan di Hindia Belanda, ternyata yang disalahkan bukan
pemerintah kolonial melainkan etnis Tionghoa.®

Sejarah mencatat, dalam perjalanan negeri ini, beberapa kali etnis
Tionghoa menjadi sasaran pembunuhan massal atau penjarahan seperti
pembantaian Tionghoa pada masa perang Jawa 1825-1930, pembantaian di
Batavia 1740, yang menewaskan lebih dari 10.000 orang Tionghoa oleh
pasukan VOC dan ratusan rumah dijarah dan dibakar semena-mena. Darah
dan mayat korban pembunuhan itu memenuhi sungai yang hingga Kini
dinamakan kali Angke. Benny G. Setiono mencatat, dalam kerusuhan yang
berlangsung selama dua minggu tersebut tidak kurang dari 10.000 orang
Tionghoa telah dibunuh dengan cara disembelih, dibakar hidup-hidup, dan
ditembaki. Pembunuhan massal etnis Tionghoa di Jawa 1946-1948, peristiwa
rasialis 10 Mei 1963, 5 Agustus 1973, Malari 1974, dan terakhir Tragedi Mei
1998, merupakan noda hitam sejarah masa lalu negeri ini.°

Pada masa Kebangkitan Nasional tercatat, misalnya, Peristiwa Kudus
1918. Hanya karena disulut oleh perkelahian antara beberapa pemuda
Tionghoa dengan anggota Sarekat Islam (S1)—itu pun telah berhasil dilerai—
tanggal 31 Oktober 1918 ribuan massa Sl dari Kudus dan sekitarnya (Jepara,
Pati, Demak, dIl) menjarah dan membakar rumah-rumah, toko dan pabrik

milik orang Tionghoa.*®

®Benny G. Setiono, Tionghoa dalam Pusaran Politik (Elkasa: Jakarta, 2002), him. 571.
*Ibid., him. 119.
“Ibid., him. 375.



Pembantaian massal terhadap etnis Tionghoa juga terjadi tahun 1946
yang kemudian dikenal sebagai Peristiwa Tangerang. Dalam kerusuhan yang
terjadi selama 5 hari (3 Juni s.d. 8 Juni 1946) itu tak kurang dari 600 orang
Tionghoa dibunuh, lebih dari 1.000 rumah orang Tionghoa dibakar dan sekitar
25.000 orang Tionghoa harus mengungsi dari Tangerang ke Jakarta.*

Pada akhir 1980—tepatnya 22-23 November 1980—penjarahan,
perusakan dan pembakaran rumah, toko dan kendaraan milik orang Tionghoa
terjadi di Solo. Kerusuhan rasial di atas hanya dipicu oleh perkelahian antara 3
siswa Sekolah Guru Olah Raga (SGO) dan seorang pemuda Tionghoa.
Kerusuhan, penjarahan, perusakan dan pembakaran itu bahkan kemudian juga
menjalar ke Boyolali, Salatiga, Ambarawa, hingga Semarang. Puluhan milyar
rupiah diperkirakan hangus sia-sia sebagai kerugian akibat kerusuhan di
atas.*?

Kisah buram etnis Tionghoa Indonesia tersebut telah melupakan
sejarah asimilasi yang terserap berabad-abad lamanya di negeri yang dihuni
lebih dari 200 juta umat manusia. Sejarah mencatat bahwa pada masa revolusi
tahun 1945-an kita telah menyaksikan perjuangan sikap nasionalisme Djiaw
Kie Siong yang memperkenankan rumahnya dipakai untuk rapat
mempersiapkan kemerdekaan oleh Bung Karno dan Bung Hatta pada tanggal
16 Agustus 1945. Di Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan

Indonesia (BPUPKI) terdapat 5 orang Tionghoa yaitu; Liem Koen Hian, Tan

Y1pid., him. 577.
2 pid., him. 1028.



Eng Hoa, Oey Tiang Tjoe, Oey Tjong Hauw, dan Drs. Yap Tjwan Bing yang
ikut merumuskan UUD 1945.*2

Di samping itu, kebangkitan nasionalisme di Hindia Belanda juga tidak
lepas dari perkembangan yang terjadi pada komunitas Tionghoa. Tanggal 17
Maret 1900 terbentuk di Batavia Tiong Hoa Hwee Koan (THHK) yang
mendirikan sekolah-sekolah tahun 1908 yang jumlahnya mencapai 54 buah
dan tahun 1934 telah mencapai 450 sekolah. Inisiatif ini diikuti oleh etnis lain,
seperti keturunan Arab yang mendirikan Djamiatul Chair meniru model
THHK. Pada gilirannya hal ini diikuti priyayi Jawa tentang pentingnya
pendidikan bagi generasi muda sehingga dibentuklah Budi Utomo.

Dalam perjuangan fisik maupun nonfisik banyak pahlawan dari etnis
Tionghoa yang terjun langsung dalam upaya memerdekakan republik ini,
“ Republik Lanfong” , misalnya, adalah sebuah organisasi etnis Tionghoa yang
berperang melawan pasukan Belanda pada abad XIX, tetapi sayang namanya
tidak banyak dicatat bahkan kerap kali dikambinghitamkan.

Reformasi 1998 membawa angin segar bagi etnis Tionghoa. Pada era
Presiden Abdurrahman Wahid (Gus Dur)—yang merupakan figur paling
berjasa bagi etnis Tionghoa Indonesia—diterbitkan Kepres No 6/2000 yang
ditandatanganinya pada 17 Januari 2000 sembari mencabut Inpres Nomor 14
Tahun 1967 yang diteken Presiden Soeharto pada 6 Desember 1967. Inpres

yang dikeluarkan Presiden Soeharto berisi pelarangan ekspresi serta

BAhmad Syafii Maarif, Isam Dan Masalah Kenegaraan: Sudi Tentang Percaturan
Dalam Konstituante, (Jakarta: LP3ES, 1985), him. 144. Lihat juga dalam Imam Muhlis, "Islam
dan Pancasila: Perspektif Ahmad Syafii Maarif,” Jurnal Maarif, Vol. 3, No. 2 (Mei 2008), him.
75.



kepercayaan Tionghoa di depan umum. Inpres itu membuat Kongfutzu tidak
diakui di bumi Nusantara. Atraksi barongsai dan liong (tari naga) tidak dapat
secara bebas dilakukan pada masa Orde Baru. Pada era Megawati
Soekarnoputri juga dikeluarkan Kepres No 19/2002 tertanggal 9 April 2002
yang meresmikan Imlek sebagai hari raya nasional.**

Sementara pada era Presiden Susilo Bambang Yudhoyono periode |
juga telah diterbitkan UU No. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan
Republik Indonesia yang disahkan pada 1 Agustus 2006 tahun lalu, tentang
Undang-undang Kewarganegaraan Nomor 12 tahun 2006 yang isinya,

“Yang menjadi Warga Negara Indonesia adalah orang-orang bangsa
Indonesia asli dan orang-orang bangsa lain yang disahkan dengan undang-
undang sebagai warga negara.” *°

Logikanya, kalau sudah dinyatakan asli berarti hak dan kewajibannya
sama. Juga tidak boleh terjadi lagi diskriminasi perlakuan dalam hal akte
kelahiran, bukti kewarganegaraan, ganti nama, KTP, urusan imigrasi, dan lain-
lain sebagainya. Dengan memberi landasan hukum yang kuat terhadap paham
kebangsaan dan kewarganegaraan berakhir pulalah semua bentuk dan praktik
diskriminasi berdasarkan ras dan etnik.

Generasi muda saat ini rasanya perlu melihat kembali sejarah untuk

belajar, sikap saling menghargai dan menghormati serta kerja sama tetap lebih

baik daripada prasangka buruk, konflik, dan benturan peradaban. Apalagi jika

Y“Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2002 Tentang
Hari Tahun Baru Imlek. Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 9 April 2002 Presiden Republik
Indonesia, Megawati Soekarnoputri. Lihat, http://www.legalitas.org, diakses pada 6 Mei 2010.

*Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia.



http://www.legalitas.org/�

mencermati trend global yang berkembang akhir-akhir ini, kita masih dihantui
ancaman bangkitnya kembali politik identitas yang menonjolkan superioritas
agama atau etnis tertentu. Untuk itu, kita perlu menengok kembali sejarah,
khususnya sejarah interaksi Tionghoa dan pribumi di negeri ini, untuk
dijadikan cermin. Dari sejarah diketahui, sebelum Belanda menjajah negeri
ini, sebenarnya konflik Tionghoa, Nusantara dan Islam tidak begitu terlihat.
Jadi, pada abad XVI atau XVII, ada harmoni dan sinergi antara Islam dan
Tionghoa di bumi Nusantara ini.*® Bahkan, etnis Tionghoa diakui perannya
ikut menyebarkan Islam di bumi Nusantara ini.

Kerajaan Islam pertama di Nusantara adalah di Demak, dengan raja
pertama Raden Patah atau Jin Bun, anak Brawijaya, dari istrinya yang berasal
dari Tionghoa. Di masjid Demak atau beberapa klenteng di pantai utara Jawa
masih bisa dilihat sisa-sisa akulturasi budaya Islam dan Tionghoa. Dennis
Lombard dalam buku Nusa Jawa: Slang Budaya, memaparkan secara panjang
lebar bahwa bukan hanya dalam level agama saja ada hibriditas atau
ketercampuran budaya yang saling memperkaya Tionghoa dan kultur setempat
di Nusantara, tetapi juga dalam pertanian, makanan, pakaian, dan aspek

budaya lainnya.*’

®Sejarah panjang relasi Islam dan Tionghoa di bumi Nusantara sejak awal sudah

memperlihatkan dan memanfaatkan piranti-piranti budaya yang sudah mengakar di tengah
masyarakat terbukti jauh lebih berhasil, ketimbang dengan upaya pemaksaan. Salah satu tesis yang
mendukung tentang Islam yang toleran dan harmonis adalah tesis yang diajukan oleh Azyumardi
Azra tentang masuknya Islam ke Indonesia. Azyumardi Azra mengatakan bahwa Islam datang ke
Indonesia dibawa oleh para saudagar dari Gujarat dengan jalan penetration pacifique (penetrasi
damai). Azyumardi Azra, “Merayakan Kemajemukan, Merawat Indonesia”, Makalah disampaikan
pada Orasi Budaya, diselenggarakan oleh Institute for Multiculturalism and Pluralism Sudies
(IMPULSE), Yogyakarta, 30 Agustus 2007.

Dennis Lombard, Nusa Jawa: Silang Budaya, him. 201.
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Komunitas etnis Tionghoa Indonesia pada era reformasi ini boleh
bernafas lega karena mendapat perlindungan hukum yang kuat atas status
kewarganegaraannya. Ini sebuah karya monumental anak bangsa yang
mengubah paradigma perilaku. Betapa tidak, sekarang keaslian bangsa
Indonesia tidak lagi ditandai oleh ciri-ciri fisik yang menjadi bawaan garis
etniknya. Itulah kekayaan negeri ini, Indonesia multi-etnis.

Oleh karena itu, berangkat dari permasalahan di atas, kajian ini
berusaha menelusuri rekam jejak interaksi Tionghoa dengan pribumi. Karya
ilmiah ini juga akan mencoba memberikan deskripsi mengenai sejarah dan
dinamika Tionghoa dengan pribumi dalam rentang yang cukup panjang.
Kemudian penulis mencoba melihat dan mencermati lebih mendalam posisi
etnis Tionghoa pasca reformasi 1998, baik dari sisi politik, ekonomi maupun

sosial dan budaya.

. Batasan dan Rumusan Masalah

Sebagaimana latar belakang masalah yang telah dipaparkan di atas,
maka penyusun mencoba mengangkat permasalahan yang perlu dikaji dan
dituangkan ke dalam sebuah karya ilmiah ini, yaitu:
1. Bagaimana dinamika kehidupan komunitas etnis Tionghoa di Indonesia?
2. Bagaimana proses Islamisasi di kalangan etnis Tionghoa?
3. Bagaimana kehidupan sosial-politik Muslim Tionghoa di Daerah Istimewa

Yogyakarta pasca reformasi 1998-2008?
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C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian
1. Tujuan Penelitian
Kajian ini bertujuan untuk mendeskripsikan dan menelusuri rekam
jejak komunitas Muslim-Tionghoa di Yogyakarta. Kajian ini merupakan
kajian yang cukup penting untuk dapat melihat proses perkembangan
Tionghoa secara lebih komprehensif, karena sejarah muslim Tionghoa di
Indonesia memiliki kontribusi terhadap pewarnaan Islam di Indonesia.
Berdasarkan permasalahan yang telah dirumuskan di atas, maka
tujuan penelitian ini secara khusus adalah sebagai berikut:
a. mendeskripsikan dan menelusuri rekam jejak komunitas Muslim-
Tionghoa di Yogyakarta, terutama pasca reformasi 1998
b. menjelaskan sejarah serta aktivitas komunitas Muslim Tionghoa di
Yogyakarta dalam interaksi dengan komunitas lain, khususnya dengan
umat Islam.
c. mencoba membedah sejauh mana kontribusi komunitas Muslim
Tionghoa dalam membangun kehidupan berbangsa dan bernegara.
2. Kegunaan Penelitian
Berdasarkan persoalan dan tujuan di atas, penelitian ini diharapkan
mempunyai signifikansi dan manfaat secara teoritis maupun praktis:
a. kegunaan secara teoritis adalah untuk memperkaya khasanah
intelektual, khususnya dalam wilayah sejarah perkembangan

komunitas Muslim-Tionghoa dan multikulturalisme di negeri ini.
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b. diharapkan dapat memberikan sumbangan pemikiran bagi ilmu
pengetahuan pada umumnya dan bagi studi tentang multikulturalisme
dan masalah Tionghoa.

c. menjadi pedoman bagi para pemerhati sejarah komunitas Muslim

Tionghoa di masa depan.

D. Kajian Pustaka

Diskursus seputar komunitas Musim-Tionghoa telah banyak dikupas
oleh para ilmuwan, baik dari aspek sosial, ekonomi, hukum, politik maupun
budaya. Akan tetapi, pembahasan tentang sejarah serta kondisi sosial-politik
Muslim-Tionghoa pasca reformasi 1998 masih sangat jarang atau bahkan
belum ada sama sekali yang mengkaji secara komprehensif tentang kehidupan
sosial-politik komunitas Islam-Tionghoa di Yogyakarta.

Literatur yang bisa peneliti temukan antara lain tulisan Benny
G.Setiono, Tionghoa Dalam Pusaran Politik.*® Buku ini mencoba berbicara
tentang kondisi etnis Tionghoa di Indonesia dalam dunia politik praktis serta
peranan etnis Tionghoa mulai abad XV1 hingga menjelang masa reformasi.

Buku yang berjudul Negara dan Etnis Tionghoa Kasus Indonesia,®
merupakan kajian sejarah pemikiran politik etnis minoritas Tionghoa di
Indonesia yang menunjukkan bahwa persepsi orang Tionghoa tentang posisi
dan perubahan zaman. Selain itu, buku ini juga menerangkan perihal sikap dan

respon negara Indonesia terhadap komunitas etnis Tionghoa serta pemikiran

®Benny G. Setiono, Tionghoa dalam Pusaran Politik (Elkasa: Jakarta, 2002).
191_eo Suryadinata, Negara dan Etnis Tionghoa cet-1 (Jakarta: LP3ES, 2002).
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politik etnis Tionghoa dan identitas mereka. Buku yang hampir sama juga
dapat ditemukan dalam Dilema Minoritas Tionghoa® yang membahas tentang
keadaan yang dialami masyarakat Tionghoa sejak kemerdekaan sampai Orde
Baru. Buku ini juga membahas tentang identitas etnis Tionghoa di Indonesia.

Buku Etnis Tionghoa Asli dan Pembangunan Bangsa.”* Buku ini
menceritakan peranan etnis tionghoa asli atau totok dan etnis Tionghoa
peranakan (Islam maupun lainnya) dalam pembagunan bangsa, dan juga
dipaparkan tentang hubungan antara keduanya, tetapi penjabarannya tidak
terlalu luas membabhas aktivitas etnis Tionghoa.

Selain buku di atas, Leo Suryadinata juga sangat konsen terhadap
permasalahan komunitas Tionghoa. Di antara karya yang telah diterbitkan
adalah: Politik Tionghoa Peranakan Jawa.? Ada juga buku Mencari Identitas
Nasional: Dari Tjoe Bau San sampai Yap Thian Hien.?® Buku ini mengulas
tentang pencarian identitas etnis minoritas Tionghoa di Indonesia serta faktor
penyebab tumbuh suburnya politik rasialis di Indonesia. Leo juga banyak
memberikan solusi untuk masalah tersebut.?*

Sementara hasil penelitian yang dilakukan oleh Muhammad Rifangi
dalam Jurnal Penelitian Agama yang berjudul “Pembauran China Muslim di

Wilayah Kota Yogyakarta” (2001), membahas tentang proses pembauran

| eo Suryadinata, Dilema Minoritas Tionghoa (Jakarta: Grafitipers, 1984).

! eo Suryadinata, Etnis Tionghoa Asli dan Pembangunan Bangsa (Jakarta: LP3ES,
1999).

?|eo Surayadinata, Politik Tionghoa Peranakan di Jawa (Jakarta: Pustaka Sinar
Harapan, 1895), him. 34.

Zeo Suryadinata, Mencari Identitas Nasional: Dari Tjoe Bau San Sampai Yap Thian
Hien (Jakarta LP3ES), him. 56.

*Leo Suryadinata, “Masalah Tionghoa di Indonesia dan Penyelasaiannya”, dalam
Riyanto Wahono (ed), 70 Tahun Junus Yahya: Pribumi Kuat Kunci Pembauran (Jakarta: Bima
Rena Pariwara, 1997).
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China-Muslim terhadap pribumi dan masyarakat sekitar di kota Yogyakarta.
Proses pembauran tersebut lewat proses perkawinan serta penggunaan bahasa
Jawa sebagai proses interaksi sosial. Hal ini tidak ada kesamaan dengan
penelitian penulis, sebab artikel tersebut membahas tentang pembauran China-
Muslim, dan tidak mengupas soal kondisi kehidupan sosial-politik Muslim-
Tionghoa pasca-reformasi 1998. Sementara buku Penguasa Ekonomi dan
Sasat Pengusaha Tionghoa (1998), memaparkan tentang kondisi ekonomi
etnis Tionghoa serta strategi dan siasat bisnis etnis Tionghoa.

Ada kajian berupa skripsi yang berjudul “ Relasi Muslim Tinghoa Dan
Tinghoa Non Muslim di Kodya Yogyakarta” yang ditulis oleh Triana
Yudawati (2002).%°> Dalam skripsi ini dipaparkan bagaimana Muslim-Tinghoa
berhubungan dengan Tionghoa yang berbeda agama, serta menjelaskan
adanya etika moral dalam perbedaan agama. Namun dalam penulisan tersebut
tidak dipaparkan adanya kondisi sosial-politik pasca reformasi 1998.

Itulah beberapa tulisan mengenai Muslim-Tionghoa dan hubungannya
dengan etnis lain. Oleh karena itu, sejauh penelusuran penulis, belum ada
tulisan yang secara khusus mengulas tentang sejarah kondisi etnis Muslim-
Tionghoa pasca reformasi 1998 terutama di Yogyakarta. Kajian ini
dimaksudkan untuk memberikan pengetahuan tentang peran etnis Muslim-
Tionghoa dalam membangun bangsa dan negara serta dapat memberikan
informasi lebih lanjut kepada publik berkenaan dengan komunitas Muslim-

Tionghoa di Yogyakarta khususnya.

»“Relas Muslim Tinghoa dan Tinghoa Non-Muslim di Kodya Yogyakarta” Skripsi,
Triana Yudawati, (Yogyakarta: Jurusan Muamalah Fakultas Syari’ah Universitas Islam Negeri
(UIN) Sunan Kalijaga, 2001).
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Oleh karena itu, penelitian ini mempunyai beberapa kekhususan;
Pertama, mengkaji perjalanan etnis Tionghoa dari sisi sejarahnya. Kedua,
relasi etnis Tionghoa serta proses islamisasi di komunitas etnis Tionghoa dan
ketiga, akan mengkaji tentang kondisi sosial politik etnis Tionghoa di Wilayah

Istimewa Yogyakarta pasca reformasi 1998.

E. Karangka Teori

Hubungan antar etnik sering diidentikkan dengan konflik sosial.
Menurut William Chang timbulnya konflik sosial yang bernuansa etnis dan
rasial tidak hanya melukai keutuhan bangsa, tetapi juga mencabik kodrat
keutuhan bangsa. Gejala etnonasionalisme tampaknya bakal menggerogoti
keutuhan bangsa Indonesia, sehingga menimbulkan ketakutan, kecemasan dan
kecurigaan di antara sesama warga bangsa yang kesemuanya ini menjadikan

kehidupan bangsa tidak kondusif.*®
Konflik sosial yang muncul dalam masyarakat majemuk sebenarnya
bukan merupakan peristiwa yang luar biasa. Hal tersebut merupakan
konsekuensi logis yang harus dihadapi bangsa Indonesia akibat perbedaan-
perbedaan, baik etnis, fisik, adat-istiadat, bahasa, maupun budaya. Kemudian
yang perlu mendapat perhatian adalah besar kecilnya intensitas konflik karena
kesemua ini berkaitan dengan keamanan dan ketenteraman hidup sebagai

sebuah bangsa. Ibarat api dalam sekam, konflik sosial yang terjadi selama ini

hanya dapat dipadamkan pada permukaannya, sementara di dalamnya masih

®William Chang, Etnonasionalisme (6),. (Jakarta: Harian Umum Kompas, 3 Oktober
2006.
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membara akibat perbedaan-perbedaan itu. Apalagi di era reformasi seperti
pada saat ini dengan dilandasi semangat kedaerahan, menjadikan
permasalahan semakin pelik. Sementara pendekatan yang dilakukan
pemerintah cenderung mengedepankan pendekatan keamanan sehingga sulit
untuk dapat menyentuh pada akar permasalahan.

Berbagai konflik sosial yang terjadi di sejumlah daerah di Indonesia
selama ini sebenarnya lebih banyak berkaitan dengan masalah kebudayaan.
Akibat perbedaan latar belakang budaya timbullah kesenjangan di berbagai
bidang, terutama dibidang sosial, politik dan ekonomi yang akhirnya menjadi
pemicu konflik horisontal yang dilandasai kecemburuan. Setiap kebudayaan
yang menjadi kerangka dasar pola berpikir dan bertingkah laku manusia
sebenarnya di dalamnya mengandung nilai-nilai universal yang disebut
kearifan lokal (local wisdom).?’

Kearifan lokal ini dalam kehidupan nyata berupa terwujudnya
kehidupan yang teratur sesuai dengan norma-norma dan sistem nilai yang
menjadi pedoman manusia dalam bertingkah laku. Dalam kehidupan orang
Tionghoa, walaupun karakteristik etnik Tionghoa identik dengan individualis
dan ekslusif, sebenarnya memiliki nilai humanistis dalam bersosialisasi
dengan sesamanya walaupun berbeda etnik. Fenomena ini tampak ketika
mereka hidup dan bergaul bersama etnis lain di wilayah kebudayaannya

sendiri.

" Ayu Sutarto, Menjinakkan Globalisasi (Jember: Kompyawisda dan Universitas Jember,
2002), him. 23.
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Benarkah berbagai kerusuhan rasial dalam rentang sejarah Indonesia
yang pada umumnya menempatkan kaum Tionghoa sebagai korban
merupakan konflik rasial ataukah semua itu semata-mata lebih merupakan
konflik sosial yang kebetulan terjadi di antara dua ras (Tionghoa dan pribumi)
sebagai akibat ketimpangan (ekonomi).?®

Kenyataan bahwa teori-teori rasis adalah palsu tidaklah menutup
kemungkinan terjadinya konflik-konflik rasial. Akan tetapi, konflik-konflik
rasial tidaklah seperti apa yang diyakini oleh kaum rasis yaitu sebagai konflik
antara ras-ras yang lebih rendah dan ras-ras yang lebih tinggi melainkan
konflik-konflik tersebut merupakan konflik-konflik antara ras-ras yang
berbeda-beda.?

Pada masa pendudukan Belanda, penduduk Hindia Belanda memang
dikelompok-kelompokkan menjadi tiga golongan. Ras Timur Asing yang
terdiri dari terutama orang-orang Tionghoa dan Arab oleh Pemerintah Hindia
Belanda diposisikan sebagai golongan yang lebih tinggi daripada golongan
pribumi. Sementara golongan Netherland diposisikan sebagai golongan paling
tinggi di antara ketiga golongan tersebut. Atas dasar apakah pemerintah
Hindia Belanda menentukan kelas-kelas sosial semacam itu? Tampaknya,

pemerintah Hindia Belanda dengan sadar melakukan hal tersebut sebagai

®Maurice Duverger, Sosiologi Politik (Jakarta: Raja Grafindo, 2005), him. 209.

»Mohammad Hatta dalam artikelnya yang berjudul “Warga Negara Indonesia Keturunan
Tionghoa” tahun 1957 menyatakan bahwa “kamu pribumi Indonesia telah berkorban bagi
kemerdekaan Indonesia. Mereka ingin memperbaiki nasibnya (secara ekonomis) tetapi mendapati
bahwa kaum minoritas Tionghoa menghadang jalannya. Lihat: Leo Suryadinata, Dilema Minoritas
Tionghoa (Jakarta: Grafitipers, 1984), hIm. 4. Sementara itu, Sunarid (Menteri Luar Negeri dalam
kabinet Alisatro Amijoyo) menyatakan bahwa “Orang Tionghoa hidup dalam kecukupan
sedangkan orang Indonesia asli hidup dalam kemiskinan. Hal itulah yang menumbuhkan
ketegangan rasial. Ibid., him. 223.
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implementasi dari politik Devide et Impera. Dengan kata lain, tanpa
mengabaikan faktor-faktor objektif semacam cara hidup, tingkat sosial-
ekonomi, mental dan kepribadian, faktor politis merupakan faktor paling
dominan yang membuat pemerintah Hindia Belanda menciptakan
pengelompokan-pengelompokan seperti di atas.

Namun, mengapakah kemudian harus selalu etnis Tionghoa yang
menjadi sasaran dalam setiap kerusuhan rasial? Tentu saja tidak ada jawaban
tunggal untuk persoalan ini sebagaimana tidak ada jawaban tunggal untuk
persoalan-persoalan sosial yang lain. Tetapi, dengan mencermati ungkapan-
ungkapan yang diberikan oleh para tokoh sejarah, setidak-tidaknya bisa
diduga bahwa unsur ketimpangan ekonomilah yang menjadi faktor dominan
terjadinya kerusuhan-kerusuhan di atas.

Dalam kasus di atas, teori konflik sosial yang dikembangkan Karl
Marx mendapatkan konteksnya. Bagi Marx, sebagaimana dikutip oleh Franz
Magnis Suseno, bidang ekonomi merupakan bidang yang akan menentukan
kehidupan politik dan pemikiran masyarakat.*® Marx juga berkeyakinan
bahwa “Bukan kesadaran manusia yang menentukan keadaan mereka, tetapi
sebaliknya keadaan sosial merekalah yang menentukan kesadaran mereka.”%*

Ketika realitas kehidupan ekonomi menyadarkan orang-orang pribumi
akan posisinya yang lebih rendah dan lemah dibandingkan dengan kehidupan
ekonomi orang-orang Tionghoa, potensi konflik sosial telah tertanam di sana.

Apalagi bila benar bahwa akibat penjajahan dan politik Devide et Impera

*Franz Magnis Suseno, Pemikiran Karl Marx (Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, 1999),
him. 51.
*Ibid., him. 138.
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pemerintahan Hindia Belanda, masyarakat pribumi memendam konflik batin
yang pada akhirnya akan berkembang ke dalam kecenderungan-
kecenderungan agresi dan dominasi,* tidak susah dimengerti bahwa hanya
karena dipicu oleh hal-hal yang tampak sangat sepele (misalnya perkelahian
pemuda) kerusuhan rasial pun begitu mudah membara di dalam masyarakat
Indonesia.

Para penganut Marxisme meyakini bahwa revolusi sosial akhirnya
memang akan terjadi sebagai akibat pertentangan dalam bidang ekonomi
antara kelas pemilik dan kelas pekerja. Dalam beberapa segi, keyakinan
tersebut mendapat legitimasi sejarah sekalipun perlu dicatat bahwa
ketimpangan ekonomi bukanlah satu-satunya penyebab terjadinya
antagonisme sosial.*®

Oleh karena itu, sebagaimana digambarkan oleh Leo Suryadinata
bahwa ada kesan di benak orang-orang pribumi bahwa orang-orang Tionghoa
yang dipandang sebagai “tamu” justru hidup jauh lebih makmur daripada
orang-orang pribumi sebagai tuan rumah. Tak dapat disangkal bahwa
beberapa di antara mereka memang hidup secara eksklusif—sekalipun harus
segera dicatat bahwa ekslusivisme bukanlah semata-mata milik orang
Tionghoa. Di samping itu, etnis Tionghoa memang sangat patuh dan konsisten
dalam mempertahankan kebudayaan dan adat-istiadat yang diwarisi dari
leluhurnya.®* Akan tetapi, keberadaan etnis China di Yogyakarta tampaknya
berbeda dengan yang berdomisili di tempat lain. Mereka lebih adaptif terhadap

karakteristik budaya yang berlaku pada masyarakat Yogyakarta.

*2Maurice Duverger, Sosiologi Politik, him. 158.
®Ibid., him. 203.
*Leo Suryadinata, Dilema Minoritas Tionghoa, him. 7.
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Dari perjalanan sejarah akulturasi budaya Tionghoa dengan budaya
Yogyakarta selama ini tampaknya berlangsung damai dan akulturatif. Hal ini
ditandai dengan tidak pernah terjadi konflik di Yogyakarta antara kedua
pendukung kebudayaan tersebut.

Berangkat dari karangka teori ini, maka dapat dilihat bahwa pada
dasarnya adaptasi budaya merupakan kunci atas terwujudnya harmonisasi
sosial. Terjadinya disharmonisasi hubungan antar etnik sehingga
menimbulkan konflik sosial di berbagai tempat dapat dijelaskan dengan
pendekatan budaya. Penggunaan pendekatan budaya dalam mengkaji
hubungan antara orang-orang Tionghoa dengan kelompok etnik lain ini,
selanjutnya dapat dijadikan model dalam mengkaji pola-pola hubungan antar
etnik yang lain dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Diskriminasi
struktural telah terbukti justru semakin memupuk rasa saling bermusuhan dan

bukannya mendekatkan keduanya.

F. Metode Penelitian
Karya ilmiah pada umumnya merupakan hasil penyelidikan secara
ilmiah yang bertujuan menemukan, mengembangkan dan menyajikan
kebenaran.® Penelitian ini adalah penelitian pustaka (libraryy research), yaitu
penelitian yang mengungkapkan fakta mengunakan data kepustakaan serta

penelitian lapangan (field research) yang dilaksanakan di Yogyakarta.

%Selo Soemardjan dan Soelaeman Soemardi, Setangkai Bunga Sosiologi (Jakarta:
Lembaga Penerbitan Fakultas Ekonomi Ul, 1964), him. 14.
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Penggunaan metode penelitian dalam karya ilmiah ini secara lebih rinci dapat
dijelaskan di bawah ini:
1. Jenis Penelitian
Skripsi ini merupakan penelitian pustaka (library research)® dan
penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan data yang
diperlukan berdasarkan pada literatur-literatur primer dan sekunder. Literatur
primer yang dimaksud adalah karya-karya yang mengkaji tentang komunitas
etnis Tionghoa, baik dalam bentuk buku, jurnal, maupun artikel. Untuk
mendukung data primer, penulis menggunakan buku-buku yang
mengupas dan memberi komentar seputar komunitas etnis Tionghoa sebagai
data sekunder. Literatur sekunder merupakan literatur pembantu yang juga
dapat diambil dari buku-buku, makalah, majalah, dan jurnal yang berkaitan
dengan penelitian pembahasan karya ilmiah ini. Sementara tahapan-tahapan
yang ditempuh dalam penelitian ini yaitu:
1. Heuristik (Pengumpulan Sumber)
Pengumpulan sumber dilakukan dengan mengumpulkan buku, hasil
penelitian, jurnal maupun artikel yang membicarakan Tionghoa.
Pengumpulan sumber ini munurut Kuntowijoyo dibagi ke dalam sumber
primer dan sumber sekunder.*’

2. Wawancara Mendalam (Indepth Interview)

%Jenis penelitian ini dapat didefinisikan sebagai penelitian yang menekankan pada
penelusuran dan penelahaan literatur yang terkait dengan pokok bahasan sebuah penelitian, baik
melalui sumber data primer maupun sekunder. Dudung Abdurrahman, Pengantar Metodologi
Penelitian dan Penulisan Karya lImiah (Yogyakarta: IKFA, 1998), him. 26.

¥’Kuntowijoyo, Pengantar Ilmu Sejarah (Yogyakarta: Bentang, 1995), him. 96.
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Wawancara atau interview digunakan dalam rangka menggali informasi
secara lebih detail dan mendalam dari subjek penelitian (informan)
sehubungan dengan fokus masalah yang diteliti. Sudarman Danim
mengatakan bahwa wawancara merupakan strategi utama dalam
mengumpulkan data. Sebab wawancara berfungsi sebagai strategi
penunjang teknik lain dalam mengumpulkan data, seperti observasi
partisipan, analisis dokumen dan lain sebagainya.®**Teknik wawancara
yang digunakan adalah wawancara yang bersifat free interview,* yakni
bersifat informal, terbuka dan terstruktur, yaitu peneliti melakukan
wawancara seperti percakapan biasa, dan waktu yang digunakan
disesuaikan dengan kesepakatan peneliti dengan sumber informasi,
sehingga sumber dengan leluasa mengungkap, mengurai, dan menjelaskan.
Pelaksanaan wawancara ini menggunakan instrumen yang berupa
pedoman wawancara. Wawancara dilakukan untuk mengkonstruksi,
memperoleh respon dan informasi tentang komunitas etnis Muslim-

Tionghoa. Adapun yang diwawancarai dalam hal ini orang-orang Muslim-

130.

%8Sudarwan Danim, Menjadi Peneliti Kualitatif (Bandung: CV Pustaka Setia, 2002), him.

%Free interview adalah jenis wawancara tak berstruktur, di mana pewawancara yang

memakai teknik ini biasanya hanya dibimbing oleh interview guide yang berisi pertanyaan-
pertanyaan pokok yang ingin dipersoalkan oleh pewawancara. Lihat J. VVredenbregt, Metode dan
Teknik Penelitian Masyarakat (Jakarta: PT. Gramedia, 1989), hlm. 93. Dalam hal ini
Koentjaraningrat juga menjelaskan bahwa free interview adalah teknik wawancara yang tidak
mempunyai pusat, pertanyaan yang diajukan biasanya berpindah-pindah dari satu pokok masalah
ke pokok masalah lain, sementara data yang diperoleh bisa beragam. Koentjaraningrat, “Metode
Wawancara”, dalam Koentjaraningrat, Metode-Metode Penelitian Masyarakat (Jakarta: PT.
Gramedia, 1989), him. 139.
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Tionghoa, bahkan mungkin lintas iman atau warga Tionghoa yang non-
Muslim.

3. Verifikasi (Kritik Sumber)
Kritik sumber meliputi kritik ekstern dan kritik intern.*® Kritik ekstern
bertujuan untuk mengetahui keaslian data. Data dalam bentuk tulisan
kemudian dicocokkan dengan tahun terbit, sedangkan data dari wawancara
dicek dengan melihat kredibilitas orang yang diwawancarai. Adapun Kritik
intern yang bertujuan untuk mengetahui kebenaran data dilakukan dengan
membanding-bandingkan berbagai sumber yang ada, sumber yang paling
banyak disebut diyakini sebagai sumber yang lebih bisa dipercaya.

4. Interpretasi (Analisis Data)

Data yang telah terkumpul ditafsirkan (interpretasi) berdasarkan kerangka
teori yang disebutkan di atas.** Interpretasi ini akan ditempuh dengan
menganalisa data dari berbagai sumber yang diperoleh, kemudian
mensintesiskan (menyatukan fakta) sehingga didapat sebuah interpretasi
yang objektif dan relevan dengan topik permasalahan.

5. Historiografi (Penulisan Sejarah)
Historiografi adalah menyampaikan sintesa-sintesa dalam bentuk kisah.*?

Hasil penelitian yang dilakukan berdasarkan sistematika yang telah dibuat

“Dudung Abdurrahman, Metodologi Penulisan Sejarah (Yogyakarta: Ar-Ruzz Media,
2007), him. 99.

“Kuntowijoyo, Pengantar llmu Sejarah, him. 100.

*Louis Gottschalk, Mengerti Sejarah, terj. Nugroho Noto Susanto (Jakarta: Ul Press,
1986), him. 32
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oleh penulis. Setiap pembahasan ditempuh melalui deskripsi dan analisis

dengan selalu memperhatikan aspek kronologis dari suatu peristiwa.

G. Sistematika Pembahasan

Studi terhadap komunitas etnis Muslim-Tionghoa dalam perspektif
sejarah, terutama pasca reformasi 1998 yang akan dibahas dalam karya ilmiah
ini terbagi menjadi lima bab. Bab pertama, merupakan pendahuluan untuk
mengantar pembahasan secara keseluruhan yang terdiri dari Latar Belakang
Masalah, Batasan dan Rumusan Masalah, Tujuan dan Kegunaan Penelitian,
Kajian Pustaka, Kerangka Teori, Metode Penelitian, dan terakhir Sistematika
Pembahasan.

Pendahuluan merupakan selintas deskripsi tentang beberapa faktor
yang menjadi dasar timbulnya masalah yang akan diteliti serta gambaran
signifikansi masalah tersebut. Batasan dan rumusan masalah dalam rangka
memberikan batasan-batasan tentang permasalahan yang diangkat. Tujuan dan
kegunaan penelitian menjadi titik tolak alur dan arah penelitian, sehingga
dapat memberikan kontribusi secara teoritis—metodologis dalam penelitian ini.
Kajian pustaka, memberikan penjelasan bahwa masalah yang diteliti secara
intelektual-akademis memiliki tingkat signifikansi yang cukup urgen dan
belum pernah diteliti secara tuntas, baik dalam bentuk penelitian skripsi
maupun penelitian lainnya. Kerangka teori, yaitu gambaran global tentang
cara pandang dan alat analisa yang akan digunakan untuk manganalisa data

yang akan diteliti. Metode penelitian, merupakan penjelasan metodologis dari
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teknik dan langkah-langkah yang akan ditempuh dalam pengumpulan dan
analisa data. Sistematika pembahasan, digunakan untuk menjadi pedoman
Klasifikasi data serta sistematika yang ditetapkan bagi pemecahan pokok
masalah yang akan diteliti.

Bab dua, menggambarkan tentang komunitas Tionghoa di Indonesia
dalam lintasan sejarah. Bab ini terdiri dari tiga sub bab, yaitu: Asal-usul
masuknya etnis Tionghioa ke Indonesia, sejarah islamisasi di komunitas etnis
Tionghoa dan relasi komunitas etnis Tionghoa dengan pribumi. Bab ini akan
diurai secara panjang lebar sejarah masuknya etnis Tionghoa ke Nusantara
hingga proses islamisasi di komunitas Tionghoa serta hubungannya dengan
warga pribumi.

Bab tiga, merupakan gambaran umum seputar kebijakan pemerintah
dan kehidupan etnis Tionghoa di Indonesia. Bab ini teradiri dari tiga sub bab,
meliputi: Tionghoa Era VOC, Era Orde Lama, Era Orde Baru hingga Era
Reformasi sekarang ini. Bab ini mengkaji tentang kondisi kehidupan sosial
politik etnis Tionghoa mulai dari Orde Lama hingga Orde Reformasi. Untuk
melengkapi pembahasan ini juga dikaji soal kebijakan pemerintah Indonesia
terhadap warga non pribumi.

Bab empat merupakan telaah tentang peranan Muslim-Tionghoa dalam
perubahan sosial dan politik di Yogyakarta. Di dalamnya dikemukakan
tentang relasi etnis Tionghoa dengan warga Yogyakarta, peran etnis Tionghoa
dalam perubahan sosial di Yogyakarta. Untuk sampai kepada analisis ini akan

dilihat bagaimana peranan Muslim-Tionghoa di Yogyakarta dalam perubahan
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sosial. Bab ini juga akan mengakji Kketerlibatan etnis Tionghoa dalam
persoalan politik. Untuk melengkapi pembahasan bab ini juga diteliti siapa
saja yang terlibat dalam politik praktis, baik yang duduk di eksekutif,
legislatif, serta pengurus partai politik.

Pada bagian akhir dari skripsi ini adalah sebagai penutup. Bab ini
berisikan kesimpulan dari hasil analisis serta penelitian yang berfungsi sebagai
jawaban terhadap pokok permasalahan yang diangkat, dan saran-saran juga

tertuang dalam bab ini.



BABV

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sejarah kedatangan Etnis Tionghoa di Indonesia tidak ada catatan
pasti, kapan tepatnya orang-orang Tionghoa untuk pertama kali datang ke
Nusantara, begitu juga ke Yogyakarta. Namun gelombang kedatangan besar-
besaran orang Tionghoa ke Indonesia diperkirakan terjadi pada Abad XVI
khususnya di pulau Jawa.

Proses interaksi serta asimilasi etnis Tionghoa dan masyarakat pribumi
dipengaruhi oleh beberapa faktor. Faktor pendukung asimilasi yaitu toleransi,
sikap menghormati serta perkawinan campuran. Persamaan unsur-unsur
budaya antara masyarakat pribumi dan orang Tionghoa di antaranya dalam
bahasa, sistem teknologi (arsitektur rumah), dan sistem mata pencaharian
(pembuatan batik).

Sementara proses islamisasi di kalangan etnis Tionghoa dipengaruhi
karena proses interaksi antar etnis Tionghoa yang sudah ada di Nusantara
dengan pribumi yang beragama Islam, meskipun ada juga etnis Tionghoa
beragama Islam datang dari negeri Cina adalah bertujuan untuk
menyampaikan Islam atau berdakwah di bumi Nusantara ini.

Dinamika etnis Tionghoa di bumi Nusantara ini mengalami pasang-
surut, sejak masa VOC, Orde Lama, Orde Baru hingga menjelang era

reformasi 1998. Kedudukan etnis Tionghoa selalu mengalami alienasi dari

100
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politik pemerintahan yang sedang berkuasa. Namun di Yogyakarta kondisinya
memang agak berbeda dengan daerah lain, seperti di kota-kota besar terutama
di Semarang, Surabaya, Malang, dan seterusnya. Meskipun berbagai
kebijakan pemerintah kolonial telah memperlemah kekuasaan politik Sultan,
tetapi Sultan tetap mempunyai otoritas terhadap rakyatnya. Di kota ini
Belanda tidak mempertahankan kekuasaan secara langsung, melainkan masih
terbatas pada kontrak-kontrak politik dan mencegah campur tangan langsung
terhadap urusan intern raja Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY).

Di era reformasi ada angin segar bagi orang-orang Cina peranakan
yang tinggal menetap turun-temurun di Indonesia, yang telah berhasil
memperjuangkan agar tidak lagi disebut sebagai orang Cina, melainkan
disebut sebagai orang Tionghoa. Di samping itu, karena alasan hak asasi
manusia dan sikap non-diskriminasi, sejak masa pemerintahan B.J. Habibie
melalui Instruksi Presiden No. 26 Tahun 1998 tentang Penghentian
Penggunaan Istilah Pribumi dan Non-Pribumi, seluruh aparatur pemerintahan
telah pula diperintahkan untuk tidak lagi menggunakan istilah pribumi dan
non-pribumi untuk membedakan penduduk keturunan Tionghoa dengan warga
negara Indonesia pada umumnya. Kalaupun ada perbedaan, maka perbedaan
itu hanyalah menunjuk pada adanya keragaman etinisitas saja.

Era refomasi 1998 minat dan kesadaran politik etnis Tionghoa di
Yogyakarta mulai tumbuh, munculnya tokoh etnis tionghoa yang menjadi
wakil rakyat di DPR propinsi Yogyakarta. Secara umum warga etnis Tionghoa
di Yogyakarta masih bersikap skeptis terhadap politik praktis serta masih
bingung dalam menentukan pilihan, walaupun telah memiliki kebebasan

dalam menentukan pandangan politiknya.
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Fenomena yang menarik dan perlu dicatat adalah bahwa, bermunculan
beberapa nama anggota DPR baik di tingkat lokal maupun pusat dari kalangan
etnis Tionghoa. Di Yogyakarta geliat partisipasi politik masyarakat Tionghoa
terus bergerak dinamis dengan tampilnya beberapa tokoh etnis Muslim

Tionghoa.

. Saran-saran

Berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan oleh penulis,
terdapat beberapa hal yang perlu diperhatikan oleh beberapa pihak dalam
konteks kehidupan sosial politik Muslim-Tionghoa di Yogyakarta pasca
reformasi 1998-2008.

Pertama, bagi para kaum akademik; mahasiswa, dosen, pelajar,
peneliti, dan para birokrat, hasil dari penelitian ini merupakan tambahan
wacana metodologis dalam studi etnis Tionghoa. Penelitian ini dapat
menambah pengetahuan tentang sejarah dan dinamika etnis Tionghoa di masa
mendatang.

Kedua, hasil penelitian ini setidaknya juga memiliki kelayakan untuk
dijadikan pertimbangan bagi peneliti lain yang akan mengkaji objek penelitian
yang sama dengan penelitian ini, dengan metode dan pendekatan yang
berbeda.

Terakhir, penulis mengakui bahwa penelitian yang dilakukan ini
kurang sempurna. Namun dari kekurangsempurnaan tersebut, diharapkan akan
dapat ditemukan sisi lain yang dapat menjadi bahan penelitian oleh peneliti

lain yang concern pada dinamika etnis Tionghoa.
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